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1. Pemerintah :

Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.

(Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI)
2. Anggota DPR R1 :

366 dari 497 orang Anggota dengan rincian :

1. FABRI: 71 dari 75 orang Anggota;

2. FKP : 241 dari 323 orang Anggota;

3. FPP : 51 dan 89 orang Anggota;

4. FPDI : 3 dari 10 orang Anggota;
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160. Amir Santoso, Ph.D.
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162. H. Yusuf Talib, S.H.
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178. Drs. H. Djakfar Achmad
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IV. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia :
1. Hj. Fatimah Achmad, S.H.
2. Drs. Sujanto
3. Drs. Anthonius Rahail

KETUA RAPAT (H. ISMAIL HASAN METAREUM, S.H)) :

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yang terhormat Saudara Menteri Perindustrian dan

Perdagangan beserta Staf;

Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan; dan

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya ingin
mengajak Saudara-saudara sekalian yang terhormat untuk bersama-sama
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alah SWT, karena atas rahmat

dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam
Rapat Paripurna Dewan ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada
permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 253
dari 497 orang Anggota Dewan, maka sesuai ketentuan Peraturan Tata
Tertib Dewan Pasal 100 ayat (1) dengan mengucap :

"Bismillahirrahmaannirrrahim”,
Perkenankan saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna
Dewan Ke-35 Masa Persidangan III Tahun Sidang 1998-1999 pada hari

ini Senin, 15 Pebruari 1999, dan sesuai Peraturan Tata Tertib Dewan
Pasal 96 ayat (1), rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

Sidang Dewan yang saya hormati;

Sesuai dengan Perubahan Acara Rapat-rapat DPR RI Masa
Persidangan II1 Tahun Sidang 1998-1999 hasil Keputusan Rapat Badan
Musyawarah Dewan tanggal 11 Pebruari 1999, maka Acara Rapat
Paripurna Dewan hari ini adalah :

" 1. Pembicaraan Tingkat I Tanggapan Pemerintah atas Penjelasan Pansus
mengenai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR Rl tentang
Perlindungan Konsumen.

2. Laporan Komisi VIII tentang Hasil Pertemuan Komisi VIII dengan
Unsur Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi VIl mengenai
Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 1999/2000 serta
Nota keuangannya.



3.

Laporan BKSAP Hasil Pengiriman Delegasi DPR RI ke :
a. Sidang IMPO di Jakarta; dan
b. Pertemuan Tahunan ke-7 APPF di Lima, Peru.

Pada acara pertama rapat ini akan saya pimpin sendiri, acara kedua

akan dipimpin oleh yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPR RV
KOREKKU, sedangkan untuk acara ketiga nanti Sidang akan dipimpin
oleh yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPR RI/KORPOL.

Sebelum kita memasuki acara pertama, terlebih dahulu akan saya

berikan gambaran secara kronologis, mengenai penanganan Rancangan
UndangUndang tersebut sampai saat ini, yaitu sebagai berikut :

1.

Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR 3 tentang
Perlindungan Konsumen oleh para Pengusul disampaikan kepada
Pimpinan DPR RI dengan Nomor: 05/LEGNAS/KES. BANG/XV/
1998 tertanggal 20 Nopember 1998, dan pemberitahuan masuknya
Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut kepada para
Anggota Dewan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan
tanggal 26 Nopember 1998.

Penjelasan oleh para pengusul mengenai Rancangan Undang-Undang

‘Usul Inisiatif tersebut telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna

Dewan tanggal 7 Desember 1998.

Tanggapan Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul
Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen dan pengesahannya menjadi
Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI tentang
Perlindungan Konsumen telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna
Dewan tanggal 10 Desember 1998.

Oleh Badan Musyawarah Dewan tanggal 3 Desember 1998
diputuskan penanganan pembahasan Rancangan Undang-Undang
tentang Perlindungan Konsumen dilakukan oleh Panitia Khusus
(Pansus) yang beranggotakan sebanyak 50 orang Anggota Dewan.

Pembicaraan Tingkat I/Penjelasan Pansus Rancangan UndangUndang
tentang Perlindungan Konsumen telah dilakukan dalam Rapat
Paripurna Dewan tanggal 18 Desember 1998.

Hari ini Senin, 15 Pebruari 1999 kita masuki Pembicaraan Tingkat
II/Tanggapan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang
Perlindungan Konsumen beserta Penjelasan Pimpinan Pansus
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.



Sidang Dewan yang saya hormati ;

Marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari
ini, yaitu kita mendengarkan Tanggapan Pemerintah terhadap Rancangan
Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen beserta Penjelasan
Pimpinan Pansus yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan
tanggal 18 Desember 1998 vang lalu.

Untuk maksud tersebut, maka saya persilakan kepada yang terhormat
Saudara Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk menyampaikan
Tanggapan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang
Perlindungan Konsumen, beserta Penjelasan Pimpinan Pansus dalam
Rapat Paripurna Dewan tanggal 18 Desember 1998 yang lalu.

Saya persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI
RAMELAN, M.Sc.) :

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang
terhormat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam Sidang Dewan yang mulia ini, kami ingin mengajak seluruh
hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa yang telah mengkaruniai rahmat dan nikmat yang tidak terhingga,
khususnya pada kita yang hadir dalam sidang ini dan kepada segenap
bangsa Indonesia pada umumnya, sehingga kita dapat melakukan tugas
dan kegiatan sehari-hari serta melaksanakan reformasi secara bertahap,
berkesinambungan, dan lancar sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan
rakyat.

Para hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan yang baik ini dan masih dalam suasana Idul Fitri,
kami atas nama pribadi maupun Pemerintah mengucapkan Selamat Idul
Fitri dan Mohon Maaf Lahir Batin. Selanjutnya kami menyampaikan
terima kasih kepada Saudara Ketua yang telah memberikan waktu kepada
kami untuk menyampaikan Tanggapan Pemerintah Terhadap Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen atas Usul
Inisiatif Anggota Dewan yang terhormat.

Pemerintah menyambut baik atas Usul Inisiatif Anggota Dewan yang
terhormat, yang telah menyampaikan RUU tentang Perlindungan



Konsumen kepada Pemerintah melalui surat Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor RU. 02/4102/DPR-RI/1998. Untuk
itu, perkenankan kami menyampaikan penghargaan yang tulus dan ikhlas
serta terima kasih kepada Anggota Dewan yang terhormat yang telah
berinisiatif dan bekerja keras dalam upaya mewujudkan undang-undang
yang diharapkan akan dapat memberikan perlindungan hukum bagi
seluruh rakyat Indonesia sebagai konsumen.

Sebagaimana kita maklumi bahwa di dalam memberikan
perlindungan hukum bagi konsumen tercakup juga kewajiban untuk
melakukan upaya-upaya meningkatkan kesadaran, pengetahuan,
kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan harkat dan martabat
konsumen sekaligus menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang
jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu pemberian perlindungan
hukum bagi konsumen hendaknya tanpa merugikan pelaku usaha yang
baik dan jujur, mengingat antara konsumen dengan pelaku usaha
seyogyanya merupakan mitra yang saling membutuhkan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang
terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia,

Merupakan suatu kehormatan bagi kami karena pada hari ini untuk
kedua kalinya kami, sebagai Menteri Perindustrian dan atas nama
Pemerintah menyampaikan Tanggapan atas Rancangan Undang-Undang
Usul Inisiatif Dewan, yang sebelumnya kami telah menyampaikan
tanggapan atas Rancangan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kiranya kita sependapat mengenai penting dan mendesaknya upaya
perlindungan terhadap konsumen mengingat bahwa pembangunan
ekonomi nasional yang telah kita laksanakan secara bertahap selama ini,
telah memacu pertumbuhan dunia usaha dalam memproduksi dan
memperdagangkan ancka produk baik dalam ragam dan kualitasnya.
Pertumbuhan dunia usaha ini ditunjang pula dengan pesatnya kemajuan
teknologi, telekomunikasi dan informatika yang turut andil dalam
merangsang perkembangan kegiatan perdagangan. Perkembangan ini jelas
menimbulkan implikasi yang besar terhadap pola konsumsi masyarakat
Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.

Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan perekonomian di
era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, telah mengabaikan batas



batas wilayah negara di dunia yang cepat atau lambat akan berpengaruh
pada setiap transaksi perdagangan produk yang beraneka jenis dan
kualitasnya untuk memasuki pasar mancanegara.

Dengan makin terbuka pasar dalam negeri memberikan manfaat
kepada konsumen untuk dapat dicukupinya kebutuhan atas berbagai
produk yang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan daya belinya.
Namun demikian di sisi lain perkembangan ini akan dapat juga
mengakibatkan kedudukan konsumen semakin rentan terhadap
pelanggaran kepentingan dan hak konsumen saat mengkonsumsi produk
yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha yang secara jelas-
jelas tidak berniat baik.

Dengan adanya dampak tersebut di atas, kami menyadari bahwa
dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dituntut
adanya suatu upaya untuk meningkatkan posisi konsumen ke arah yang
lebih seimbang dalam menghadapi pelaku usaha.

Kami sependapat dengan penjelasan Pansus mengenai Rancangan
Undang-Undang Usul Inisiatif DPR-RI tentang Perlindungan Konsumen
yang disampaikan pada sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember
1998 yang lalu, bahwa "masalah perlindungan konsumen mempunyai
dimensi yang sangat luas, yaitu menjangkau kepentingan semua lapisan
masyarakat, kita semua adalah konsumen dan bahkan pelaku usaha pada
dirinyapun melekat posisi sebagai konsumen".

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang
terhormat,

Menyadari kenyataan sebagaimana yang telah kami kemukakan,
Pemerintah mendukung atas disusunnya Rancangan Undang-Undang
tentang Perlindungan Konsumen Usul Inisiatif Anggota Dewan yang
terhormat tersebut. '

Sejalan dengan perkembangan perdagangan bebas dan terbentuknya
WTO, telah merubah konsep dagang tradisional yang berorientasi pasar
lokal menjadi pasar regional bahkan pasar global, yang pada gilirannya
menuntut dunia usaha memperhatikan perilaku konsumen yang senantiasa
kritis terhadap produk yang diminatinya.

Dalam situasi tersebut globalisasi juga telah merubah sifat orientasi
pemasaran dari seller’s market menjadi buyer's market. Pada era
perdagangan bebas, hambatan-hambatan perdagangan, baik tarif maupun
non tarif diharapkan sudah tidak dijumpai lagi atau berkurang. Pada
akhirnya kemudahan-kemudahan tersebut akan mendorong produk luar



negeri memasuki pasar dalam negeri yang dikhawatirkan belum tentu
seluruhnya memenuhi standar termasuk standar kesehatan. Dampak lain
dengan masuknya produk impor yang belum tentu memenuhi standar ke
dalam pasar dalam negeri, memerlukan perangkat hukum yang dapat
menjadi saringan agar produk tersebut tidak merugikan konsumen di
dalam negeri.

Sebagaimana kita maklumi bahwa kedudukan perlindungan
konsumen telah diperjuangkan di tingkat internasional melalui forum
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang dijadikan landasan bagi
perlindungan konsumen secara universal. Majelis Umum PBB telah
mengeluarkan pernyataan secara resmi tentang hak-hak konsumen antara
lain : The right to safety and health, The right to economic interest, The
right to informed choice, The right to education, The right to redress
mechanism.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia,

Kami sependapat dengan Anggota Dewan bahwa sampai saat ini
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen
seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang
Metrologi Legal, Undang-Undang tentang Kesehatan masih belum
memadai dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan
spesifik terhadap kepentingan konsumen, bahkan menurut kami pengertian
"konsumen" itu sendiri masih belum terformulasikan dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia.

Belum terpenuhinya kebutuhan perangkat hukum yang mengatur
tentang perlindungan konsumen tersebut, telah dimanfaatkan oleh pihak-
pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan sehingga banyak
bermunculan pelaku usaha yang berbuat sewenang-wenang memproduksi
barang dan jasa yang merugikan konsumen. Kondisi ini makin diperlemah
oleh krisis ekonomi yang melanda negara kita pada saat ini, sehingga
makin lebih memperlemah posisi konsumen.

Perkembangan ini merupakan isyarat yang dapat menimbulkan
ketimpangan dan kesenjangan antara konsumen dan pelaku usaha yang
pada gilirannya akan merugikan tatanan perekonomian nasional.



Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagaimana kenyataan yang telah kami kemukakan, Pemerintah
merasakan bahwa sudah waktunya kita harus memiliki undang-undang
yang mengatur secara komprehensif tentang perlindungan konsumen.
Dengan terwujudnya Undang-undang ini, maka demokrasi ekonomi yang
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat
ditumbuhkembangkan secara selaras dan berkesinambungan. Mengingat
kondisi perekonomian nasional di tengah kemajuan teknologi dan
fenomena global, maka perlu dilakukan langkah "penyeimbang" yaitu
dengan melengkapi piranti hukum untuk melindungi konsumen dari ekses
yang timbul akibat perkembangan perekonomian dan teknologi serta
dampak perkembangan perubahan global. Sejalan dengan itu, arti penting
perlindungan konsumen, adalah bermaksud untuk menempatkan :

a. Konsumen sebagai pemakai, pengguna atau pemanfaat produk perlu
diberikan perlindungan hukum;

b. Konsumen sebagai subjek pelaku ekonomi yang turut menentukan
dalam kelangsungan dan pertumbuhan usaha;

c. Konsumen sebagai pihak yang pada umumnya kurang mengerti dan
kurang waspada, sehingga mudah terpengaruh oleh upaya pemasaran
yang menarik tanpa atau kurang memahami mutu hasil produk yang
ditawarkan.

Konsumen memerlukan produk dari pelaku usaha untuk
kehidupannya, demikian pula pelaku usaha memerlukan imbalan atau
kompensasi dari konsumen atas produk yang dihasilkan untuk
kelangsungan hidup usahanya. Dengan kata lain bahwa kelangsungan
usaha dari pelaku usaha dalam jangka panjang tidak berkembang dengan
baik apabila kondisi konsumen tidak terlindungi dengan baik dalam
mengkonsumsi produk.

Perlindungan terhadap konsumen telah sejalan dengan tujuan
pembangunan nasional yaitu: pertama, membangun manusia seutuhnya
untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan merata baik secara materiil
maupun spirituil; kedua, meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Untuk itu diperlukan peningkatan efisiensi dan produktifitas nasional
guna menciptakan peluang usaha yang terbuka bagi semua orang secara
adil dan merata serta melindungi kepentingan konsumen, antara lain
kebebasan untuk memilih produk dan harga yang bersaing.



Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen harus didasari
oleh : pertama hubungan hukum antara penjual dengan konsumen secara
jujur; kedua hubungan kontrak penjual dan konsumen dirumuskan dengan
jelas; ketiga, konsumen sebagai pelaku perckonomian; keempat
konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang cacat mendapat
ganti rugi yang memadai; kelima, diberikannya pilihan penyelesaian
sengketa kepada para pihak.

Sebagai salah satu piranti hukum ekonomi, Undang-undang ini
nantinya menjadi sarana perlindungan hak dan kewajiban bagi konsumen
dan pelaku usaha untuk menjadi salah satu "pemain” di dalam
mengembangkan perekonomian pada umumnya dan perdagangan
khususnya di era globalisasi dan perdagangan bebas.

Dengan terwujudnya Undang-undang ini, diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi dan produktifitas nasional yang pada gilirannya
akan mengangkat harkat, martabat dan kemandirian konsumen untuk
melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang
bertanggungjawab, sekaligus mewujudkan keseimbangan perlindungan
kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian
yang sehat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Setelah mempelajari dan mencermati serta mendengar penjelasan
Panitia Khusus DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang
Perlindungan Konsumen kepada Pemerintah dalam Sidang Paripurna
Dewan yang terhormat pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 1998 yang
lalu, perkenankanlah kami menyampaikan secara garis besar pokok-pokok
pemikiran Tanggapan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Perlindungan Konsumen Usul Inisiatif Anggota Dewan yang
terhormat.

Menurut hemat kami pada prinsipnya Rancangan Undang-Undang
tentang Perlindungan Konsumen ini telah sejiwa dengan pandangan
Pemerintah yang selama ini juga menginginkan adanya Undang-undang
Perlindungan Konsumen bagi masyarakat konsumen dan pelaku usaha.
Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu diserasikan agar
Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Dewan yang terhormat nantinya
dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat.

Untuk itu, tanggapan Pemerintah yang kami sampaikan pada forum,
yang mulia ini dapat kami kelompokkan sesuai dengan materi Rancangan
Undang-Undang terutama menyangkut Sistemnatika, Substansi Pengaturan



dan Penegakan Hukum.

Dalam mencermati setiap produk peraturan perundang-undangan
Pemerintah senantiasa mempertimbangkan, baik segi filosofis, sosiologis,
yuridis, asas serta maksud dan tujuan ditetapkannya Undang-undang
sehingga dilihat dari isi konsideran yang terdapat dalam undang-undang,
pembaca sudah dapat memahami isi pokoknya. Kami sangat gembira
bahwa konsideran dalam Rancangan Undang-Undang tentang
Perlindungan Konsumen ini pada prinsipnya telah mengandung kesamaan
dengan pemikiran-pemikiran Pemerintah.

Menyangkut sistematika Rancangan Undang-Undang, kami
berpendapat agar dapat disusun lebih sederhana. Demikian pula dengan
formulasi substansi yang tercantum dalam pasal-pasal disusun agar dapat
menunjang terciptanya sistematika yang lebih sederhana. Sebagai contoh
adanya peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang
sebenarnya telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang tentang
Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan substansi pengaturan yang diatur dalam
Bab VIII : KLAUSULA BAKU mengandung materi larangan bagi pelaku
usaha yang pada prinsipnya tidak beritikad baik. Oleh karena ini, kami
menyarankan untuk menyatukan BAB tersebut ke dalam bagian pada
BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA
khususnya yang mengatur antara lain larangan pelaku usaha memproduksi
dan atau memperdagangkan produk yang rusak, tercemar atau
mempromosikan dan mengiklankan suatu produk yang tidak benar.

Selanjutnya kami ingin menyampaikan pandangan atas Bab IX pada
Pasal 28 yang berkenaan dengan gugatan, atas pelanggaran pelaku usaha
yang dikenal dengan class action. Menurut hemat kami pelaksanaannya
memerlukan penataan dan prosedur yang lebih baik, sehingga konsumen
dapat menyalurkan aspirasinya melalui saluran yang tepat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yéng
terhormat, Para hadirin yang berbahagia,

Hal lain yang ingin kami sampaikan yaitu, tentang Badan
Koordinasi Perlindungan Konsumen (BKPK) yang diatur pada
BAB VI: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. Dalam konsep
Rancangan Undang-Undang ini Pemerintah dan BKPK mempunyai
cakupan tugas dan kewenangan yang sama sehingga terjadi dualisme
kewenangan dan koordinasi antara BKPK dan Pemerintah seperti antara
lain dalam penetapan standarisasi nasional atas kualitas minimum produk



telah dilaksanakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Oleh karena itu pembentukan Badan Koordinasi Perlindungan
Konsumen (BKPK) menurut hemat kami perlu pengkajian lebih
mendalam, dengan pertimbangan bahwa pembentukan BKPK akan
menambah dan memperpanjang jalur birokrasi penyelenggaraan
perlindungan konsumen, sedangkan asas yang dianut dalam proses
penyelesaian perlindungan konsumen adalah cepat dan sederhana. Di
samping itu kegiatan BKPK sudah tercakup dalam tugas Pemerintah
sehingga dapat dicegah adanya kegiatan yang tumpang tindih.

Sejalan dengan hal ini perlu dipertimbangkan bahwa anggota BKPK
sebagian besar juga menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK), selain menyelesaikan sengketa BPSK juga
mempunyai tugas membantu penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana diatur dalam Bab IX. Oleh karena itu sebaiknya perlu
dikonsentrasikan pada pembentukan BPSK melalui penataan organisasi
dan memperluas cakupan kewenangan dalam penyelesaian sengketa di
luar pengadilan.

Adapun yang berwenang untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan
perlindungan konsumen menurut hemat kami lebih tepat pada Pemerintah.
Mengingat penyelenggaraan perlindungan konsumen selama ini telah
dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan ruang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana telah diatur dalam
Undang-undang bagi masing-masing instansi yang bersangkutan. Dalam
prakteknya Depperindag telah mengkoordinasikan dan bekerjasama
dengan beberapa instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang
duduk dalam kelompok kerja baik di pusat maupun di daerah untuk
memantau dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen.

Selanjutnya agar Undang-undang ini dapat dilaksanakan secara baik,
benar, efektif dan optimal sesuai yang diharapkan Anggota Dewan yang
terhormat, diperlukan pemahaman secara tepat dan benar oleh seluruh
kalangan masyarakat, utamanya para penegak hukum. Selain itu,
diperlukan sarana dan prasarana pendukung termasuk sumber daya
manusia, maka untuk itu diperlukan masa penyesuaian paling lambat
1 (satu) tahun.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian secara garis besar dan pokok-pokok pemikiran Tanggapan
Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan
Konsumen usul inisiatif Anggota Dewan yang terhormat yang dapat



kami sampaikan.

Tanggapan secara rinci dan menyeluruh akan kami sampaikan kepada
Dewan yang terhormat pada pembahasan tahap-tahap berikutnya dalam
bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dengan penuh kepercayaan kepada Anggota Dewan yang terhormat
dengan rasa penuh optimis, kami yakin bahwa undang-undang ini akan
dapat segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Semoga Tuhan yang Maha Esa meridhloi apa yang telah kita perbuat
serta senantiasa memberikan karunia kekuatan lahir dan batin kepada
kita semua.

Amien.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saundara Menteri
Perindustrian dan Perdagangan yang telah menyampaikan Tanggapan
Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan
Konsumen beserta Penjelasan Pimpinan Pansus dalam Rapat Paripuma
Dewan tanggal 18 Desember 1998.

Kita telah mendengarkan dengan seksama Tanggapan Pemerintah
tersebut, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh yang terhormat
Saundara Menteri Perindustrian dan Perdagangan tadi dapat dipergunakan
sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan proses pembahasan
di tingkat-tingkat berikutnya.

Perlu saya ingatkan, bahwa Jawaban Pansus terhadap Tanggapan
Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tersebut akan disampaikan
dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 22 Pebruan 1999 yang akan datang.

Dengan telah selesainya Saudara Menteri Perindustrian dan
Perdagangan menyampaikan tanggapannya tadi, maka berakhirlah acara
pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, dan diharapkan tanggapan
Saudara Menteri tadi dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk
pembahasan selanjutnya, khususnya jawaban Pansus di masa mendatang.

Sebelum kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Komisi Vlii
tentang Hasil Pertemuan Komisi VIII dengan unsur Pimpinan Komisi I
sampai dengan Komisi VII mengenai Rancangan Undang-Undang tentang
APBN 1999/2000 serta Nota Keuangannya, Sidang akan saya tunda
beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada yang terhormat



Saudara Menteri Perindustrian dan Perdagangan beserta Staf untuk
meninggalkan ruang sidang ini karena masih ada tugas-tugas lain yang
perlu diselesaikan, sambil menunggu kehadiran yang terhormat Saudara
Wakil Ketua DPR RI/KOREKKU memasuki ruang Sidang ini untuk
meneruskan acara kedua tersebut, dan kepada para Anggota Dewan yang
terhormat dimohon untuk tetap berada di tempat.

Dengan ini sidang saya tunda.
(RAPAT DITUNDA PUKUL 09.45 WIB)

Jakarta, 15 Pebruari 1999
KETUA RAPAT,
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